
BUPATI SIMEULUE 

PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI SIMEULUE 
NOMOR 28 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE 
TAHUN ANGGARAN 2020 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI SIMEULUE, 

Menimbang: a. bahwa ketentuan pembagian dan penetapan rincian Dana 

Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 

tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Simeulue Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan 

Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap 

desa dalam Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2020; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07 /2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07 /2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa tahun anggaran 2020 untuk mendukung 

penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

~ dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Instruksi Menteri Dalam 

Negeri .... /2 
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r egeri 'omor 3 Tahun 2020 tentang Penru1ggulangan Corona 

\ iru Oi ems O 19 ( uid l ) di Dcsa melaJui Anggaran 

p ndn at.an da.n Bcln.tl.jn De:~n dnn / a tnu dal nm rangka 

1-\n r: m:\1 . ·nn p tr111br h ornka 11 Pcrckonomian 

1 n~n I nl <l \l l / nt \ U "' tobil itns I, unn e,'J n , Dan n Deso 

nJ, t d i n o.kan untuk kegintan p n ngonan pnndcrni 

orona \ irus Dis ase 019 (CO\ ID- I 9) dan Bantucrn Langsun g 

To nai Desa, maka dilakukan Perubaha n a tas Peraturan 

Bupati 1ornor 3 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian 

dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa dalam 

Ka bupaten Sirneulue tahun angga.ran 2020; 

c. bahv,;a berdasarkan perti.mbangan sebagaimana dimaksud 

da lam huruf a dan huruf b, dan untuk mempercepat 

penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan 

Bantuan Langsung Tonai Desa, persyaratan dan tahapan 

penyaluran Dana Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 

tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Simeulue 

Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan 

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4633); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

4 . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan l<euangnn Negara dan 

StabilitHs Slstem Keuongon untuk Pennnganan Pandemi 

Corona Vims Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

~erekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Lembaran .. .. /3 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 94); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

~ertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
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Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Serita Negara 

RepubHk Indonesia Tahun 2020 Nomor 632); 

11. Peraturan Menteti Keuangan Nornor 35/PMK.07 /2020 

tentang Pengelolnnn Tron~fcr kc DRerah clan Dana Desa 

Tahun An nmn 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi 

orcmn Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi 

ancaman yang membaha) akan perekonomian nasional (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07 /2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07 /2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa tahun anggaran 2020 untuk mendukung 

penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 

15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 ten tang 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 

Nomor 21); 

16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue 

Tahun 2020 Nomor 59); 

17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Perubahan keenam atas Peraturan Bupati Simeulue 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020; 

18. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap 

~desa dalam Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2020 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue 

Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati 

Simeulue Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian 

dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa dalam 

Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2020. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 

DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 

2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Simeulue Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 23), diubah 

se bagai beriku t : 

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 4 dan angka 5 

dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi 

se bagai beriku t : 

Pasal 14 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 

13 ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 

persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan : 

a. tahap I berupa: 

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau 

Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian 

Dana Desa setiap Desa; dan 
2. Surat ... ,/6 
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2. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; 

c. tahap Ill berupa : 

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan 

peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap 

Desa; 

2. Qanun Desa mengenai APBDes; 

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 

4. Dihapus; 

5. Dihapus. 

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kuasa 

Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh desa dan wajib 

disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan 

penyaluran tahap I pertama kali. 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase 

capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa. 

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, 

kegiatan, uraian, keluaran, volume keluaran, satuan 

keluaran dan capaian keluaran. 

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) disampaikan dengan Surat Pengantar yang 

ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk. 

(5)A Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas 

Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan 

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

(6) Ookumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk 

dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik 

L (softcopy). 
'\ (7). Dokumen .. .. /7 
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(7) Dokumen elektronilc (softcopy) sebagaimana dimaksud 

pacla ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh 

Direktorat jenderal Perbendaharaan 

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 

dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), 

Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 

penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan 

a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan; 

b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan 

c. Tahap III berupa : 

1. Qanun Desa mengenai APBDes; 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Oesa tahun anggaran sebelumnya; 

3. Dihapus; 

4. Dihapus. 

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase 

capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa. 

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat 

kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara 

pengadaan dan capaian keluaran 

(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan 

penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN 

selaku KPA penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa setiap 

~inggu. 
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(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa 

menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati 

untuk dilakukan pemutakhiran. 

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) mengacu pada peraturan yang dtetapkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri . 

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 17 

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

dana desa Format Iembar konfirmasi penerimaan 
' 

penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa, Format daftar 

Rekening Kas Desa dan Format laporan pelaksanaan 

bantuan langsung tunai Desa tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

4. Ketentuan Pasal 18A, ditambah 1 ayat baru yalmi ayat (11) 

sehingga pasal 18A berbunyi sebagai berikut : 

Pasa118A 

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (Ia) huruf b, berupa 

BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak 

mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. 

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) . 

(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan 

melaksanakan kegiatan 

dimaksud pada ayat ( 1); 

(4) Calon keluarga penerima 

BLT Desa sebagaimana 

manfaat BLT Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang 

berdomisili di Desa bersangku tan; dan 

b. tidak termasuk penerima bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan 

\ Kartu Pra Kerja. 
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(5) Calon k I 
e uarga penerima manfaat BLT Desa 

sebagaimana maksud pada ayat ( 1) paling sedikit 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili 

di Desa bersangkutan; dan 

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja. 

(6) Pendataan Calon keluarga penerima BLT Desa 

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. 

(7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan sebesar : 

a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 

bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per 

keluarga penenima manfaat; 

b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan 

keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga 

penerima manfaat. 

(8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat 

bulan April 2020. 

(9) Jangka waktu BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (6) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

Desa. 

(10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, 

penetapan data keluarga penerima manfaat BLT 

Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi. 

(11) Bupati melakukan perekaman data 

Desa melalui Aplikasi OMSPAN 

\31 Desember 2020. 

pembayaran BLT 

paling lambat 
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5. Ketentuan p 1 asa 22A ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga 

Pasal 22A berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22A 

( 1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan 

dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat 

(2), penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 

2021 dilakukan pemotongan sebesar (50%) lima puluh 

persen); 

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 

dalam hal berdasarkan hasil musyawarah 

Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat 

calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang 

memenuhi kriteria. 

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah 

insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan dalam peraturan kepala 

desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah 

kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. 

(4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa melalui Aplikasi OMSPAN sebagai syarat 

penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2021 . 

PASAL II 

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan 

Bupati Simeulue Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa 

dalam Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2020 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Simeulue Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue tahun anggaran 

2020, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

\engan Peraturan Bupati ini; 
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(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundan kan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Simeulue. 

Diundangkan di Sinabang 

Ditetapkan di Sinabang 

pada tanggal 10 September 2020 M 
22 Muharram 1442 H 

(" 

BUPATI SIMEULUE, Ji:) 

pada tanggal 10 September 2020 M 
22 Muharram 1442 H 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 28 
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